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Peraturan Daerah Kota Besar Surabajs
Neo . 38 tahun [955.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH SEMENTARA
KOTA BESAR SURABA)A

menetapkan peraturan daerah sebagai berikut

Peraturan Daerah Kota 8Bcsar Surabaja mengenal pemungutan padjak tempmt
uéaha Perseroan dalam Kota Besar -Surabaja.

Pasal |I.

Ketentuan-ketentuan peraturan ini sama bunjinja dergan ketentuan-ketentunh
darl  ,Veunootschappenbelastingverordening Kota Besar Surabaja” jang ditetaphan
pada tanggal 23 Nopember [92] sebagal telah diubah dan ditambzh terachir dengan
peraturan daerah pada tanggel 25 Djuni 1954 jang diundangkan dipapan Kantor
Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawz Timur di Surabaja pada taoggal 7 Sep-
tamber {954.

Pasal 1.

Peraturan dazerah ini jang dapat disebut ,Peraturan padjak Pesercan Kota
Besar Surabaja” mulal berlaku pada tanggal 15 Agustus 1955,

Ditetapkan oleh Dewan Parwakilan Rakjat
Daerah Sementara Kota Besar Surabaja.
pada tanggal, |10 Agustus 1955.

Ketua,
ttd.

Kepala Daerah
R. SOEPRAPTO

Kota Besar Surabaja,

ecd, Untuk turunan seberarnjs,
R.P.A. MAKMCER Sekertaris
Wakil, ttd

(MOH. JACOEB)
Disahkan oleh Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur denga:. surat
keputusannfa Ne. 0/B.H./75/364 tertanggal 12 Agustus 1955,

Diundangkan dalam Tambahan Lembaran Propinsi Djawa Timur tanggal 15
Agustus 1955 Seri B No. (I,
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wVYENNOOTSCHAPPENBELASTING - VERORDENING”

L1 ]

fang dimaksud dalam pasal t ,,Peraturan Padjak Persercan Kota Basar Surabdija
Pasal |.
Tiap - tiap tahun sedjak tanggal | Djanuarl 1922 didalam daerah dan untuk
Dzerah Kotamadya Surabaja dipungut padjak dari :
a. Perseroan - perseroan Terbatas.
b. Persercan-perseroan Komanditer atas sero

Perseroan-perseroan dibawah Firma {termasuk Kongsl-koagsi).

™
H

d. Maskapai-maskapal Asuransi Dwa

e. Perkumpulan - perkumpulan atau Jajasan - jaJasan Jang mendfafankan pekerdjaan
atauy perusahaan, ketjuall Jang chusus atau terutama bekerdja untuk memper-
hatikan kepentingan-kepentingan dalam wilajah Negara Republik Indonesia, jang
bersifat sosial guna kepentingan umum atau jang dapat disamakan dengan ltu.

f. Perkumpulan-perkumpulan koperasi jang mempergunakan barang - barang tidak
bergerak jang terletak dalam daerah Kotamadya Surabajz, baik berdasarkan
hak benda maupun berdasarkan perdjandjian, untuk keperluan pekerdjaan atau
perusahaan-termasuk barang - barang jang diperuntukkan perluasan pekerdjaan
atau perusahaan dimaksud pada achir pasal 2 ajat (|} - atau mempunjai ba-
rang-barang tidak bergerak dalam daerah Kotamadya, dengan hak apapun dju-
g8, untuk disewakan atau didjual.

Pasal 2.

n Wad|lb - wadjib - padjak tersebut dalam pasal 1, jang dalam daerah Kotamadys
Surabaja menggunakan ruangan - ruangan kantor, toko, gudang. tempat penlimpanan
atay tempat pengumpulan barang, pabrik-pabrik, tempat-tempat kerdja, emplasemen-
emplasemen dan ruangan - ruangan serupa jang diperuntukkan perusahaan atau peker-
djaan, bangunan - bangunan atau tanah-tanah berdasarkan hak benda atau hak perse-
orangan, dikenakan penetapan padjak menurut fuaz —dasar darl ruangan-ruangan,
bangunan-bangunan atau ranah-tanah, jang mereka pergunakan dan sesul dengan tarip A
sebagai dimaksud dalam pasal 4 peraturan ini.

Untuk menetapkan luas dasar jang dikenakan padjak bagl bangunan - bangunan
jang bertingkat satu atau lebih, dihitung djuga luas lantai dari tingkat-tingkatnfa.

Tanah-tanah, ruangan - ruangan atau bangunan-banguman fang diperuntukkan
perluasan tempat pekerdjzan atsu perusahaan, walaupun untuk sementara tidak atav
belum dipakai untuk tempat pekerdjsan atau perusshain, djuga diperhitungkan untuk
menetapkan luas dasar jang dikenakan padjak,
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) Wadjib-wad|jib-padjak tersebut dalam pasal ! jang mempunjai benda-bands ti-
dak bergerak dengan hak apspun dalam daerah Kotamadya Surabaja untuk disewakan
atau didjual, dikenakan penetapan padjak menurut luas-dasar benda-benda tidak ber.
gerak tersebut, sesuatu dengan tarlp B sebagl dimaksud dalam pasal 4.

Pasal 3.

Tahun-padjak iatah tahun-almanak.

Pasal 4

Berdasarkan luas-dasar Jang dikenakan padjak, maka wadjib-padjak termasuk
kelas, dimana ia menurut tarip-tarip dibawah ini digolongkan ;

TARIP - A (Guna pemakalan wadjib-padjak sendirt).

Kalas Luas-dasar jang dikenakan padjak Djumlah ‘padjak
1, | — 20m? Rp.  500,—
X 2l — 50 .. 750,—
3. 50 — 200 ,, . 1L250,—
4. | 200 — 400 ,, w1750,
5. 401 — 700 ,, w  2.250,—
6. 700 —~ 1000 ., . 3.000,—
7. 001 — 1400 |, w  3.750,—
8. 1401 — 2000 ,, .  5.000—
2. 2001 m? atau lebih " 7.500,

Luas-dasar jang dikenakan padjak dimaksud dalam tarlp A diperkalikan dengan
angka-angks sebagat berikut satu dan lain tergantung dari sifat, benda-benda tidak
bergersk, Jang luasnja dikenakan padjak :

a. Untuk ruangan-ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah jang diperuntuk-
kan pekerdjaan atau perusahaan, tetspl untuk sementars tidak atau belum di-
pergunakan untuk. pekerdjaan atau perusahaan . . . .« 0l

b. Rusngin-rusngan, bangunen-bangunan atsu tanah-tanah jang chusus digr  kan
untuk penjfimpanan kaju, besi gubal (ruw), batu bara dan bahan-bak- - laln
serupa, ataupun chusus digunakan untuk perusahaan peimerahan sust atau
tempat-usaha kandang kuda . . . . . . . . 0.1
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<. Ruangan-ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah jang chusus digunakan
untuk hotel, pension, bioskop atau gedung kesenian ataupun tempat-usaha
penjiaran radlo . . . . . . . . . . . 03

d. Ruangan-ruangan, bangun-bangunan atau tansh-tanah jang chusus digunakan
uncuk pekerdjaan-pekerdjaan pengiriman atau pembungkusan barang-barang
ataupun penflmpanan embalast. . . . . . . . . 04

e. Ruangan-ruangan, .bangunan-bangunan atau tanah-tanah jang chusus digunakan
untuk pembuatan dan pembetulan barang ataupun untuk tempat-usaha pe-
ngangkutan . . . . . . . . . . . 0.5

f. Semua ruangan-ruangan, bangunan-bangunan atau tanah-tanah lainfaja . |—

TARIP — B (Guna pemakalan pihak lain).

Kelas | Luas dasar jang dikenakan padjak Djumlah padjak
| | — 20 m? Rp  225—
2 21 —- 50 W  300,—
3 51 — 200 »  450,—
4 201 — 400 ,, ,  600,—
5 401 — 700 w  900—
3 700 — {000 w  1.350,—
7 1001 — 1400 | . 1.800,—
8 140 — 2000 ,, v 2.250,—
9 2001 m? atau lebih wo 3.000,—

Untuk persaroan-perseroan terbatas ataupun komanditer dan perseroan-per-
seroan lain jang tidak tergolong dalam Tarip A dan B tersebut diatas, dikenakan
tarip chusus tersendiri, :

Luas tempat jang dikenakan padjak dimaksud dalam tarip B untuk tanah-tanah
kosong, diperkalikan dengan . . . . . . . . . 0,5

Apabila kewadjiban-padjak atau penambahan luas-dasar jang dikenakan padjak
terdjadi dalsm tahun-padjak jang sedang berdjaian, maka dibuat surat-ketetapan-padjak
atav bifa perlu surat-ketetapan-padjak-tambahan untuk bulan-bulan dalam tahun-padjak
tersebut Jang belum berdjalan pada saat terdjadinja kewad]iban-padjak atau terdjadi-
nja penambahan itu,
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Pasal 5.

Perseroan - perseroan Terbatas, Persetoan —perseroan Komanditer atas sero,
Maskapai-maskapai Asuransi Djlwa, Perkumpulan-perkumpulan ateu Jajasan-jajasan jang
mendjalankan pekerdjean atau perusahaan, Perkumpulan-perkumpulan Koperasi mendjadi
wadjib-padjak dalam tahun-padjak jang berdjalan pada saat badan-badan itu dapat di-
golongkan badan-badan dimaksud dalam pasal |.

Pasal &.

Para pengusaha atau pengurus persercan-perseroan, maskapal-maskapal asuransi
djiwa, perkumpulan-perkumpulan dan jajasan-jajasan atau para kuasanja wadj’b me.
njampalkan pemberitahuan seperti lebih fandjut ditentukan delam pasal 7, 8 dan 9,

Pasal 7.

{1} Untuk keperlusn pemberitahuan diberikan tiap-tiap tahun surat-surat-isian (for-
mulir) dengan tjuma-tjuma menrurut tjontoh jang ditentukan cleh Kepala Daerah.

(2) Tjara memberl surat-surat-isian diatur oleh Kcpala Daerah.

{3) Surat.surat-isian harus disampaikan kepada Sekretarist Kotamadya Surabajs
dalam waktu satu bulan setelah hari pemberiannja.

{4} Tentang prosedur pemberian surat-surat-islan tersebut tiap-tiap tahun diumum-
kan kepada chalajak ramai oleh atau atas nama Kepala Daerah, menurut tjara jang
ditencukan cleh Kepafa Daerah.

(5) Bagi wad[ib-padjak Jang tidak menerima surat-lslan atau jang suratelslannja
hilang, disediakan surat-isian dengan tjuma-tjuma di Sekertariat Kotamadya Surabaja.

(03] Mereka Jang pada permulaan tahun-padjak mendjadi wadjib-padjak dan tidak
menerima surat-isian untuk pemberitzhuan, harus menjampaikan surat-pemberitabunn
dalam satu bulan setelash ada pengumuman jang dimaksud dalam ajat 4 pasal ini me-
nurut tjontoh jang ditentukan dalam ajaz | pasal ini-

@ Mereka jang dalam waktu berdjalanhia tahun-padjak baru mendjadt wad|ib-
padjak atau menurut pasal 4 cterhutang padjak Jang lebih banjak berhubung dengan
penambahan |uas-dasar jang dikenakan padjak, harus mengadjukan pemberitahuan da=
lam satu bulan dengan menjebutkan bulan terdjadinja kewadjiban-padjak atau penams
bahan luas-dasar ity.

Pasal 8.

{n Pemberitahuan dtlakukan dengan tertulls dan disamping keterangan Jang di-
maksud dalam ajat (2) pasal ini, memuat djuga djawaban-djawaban atas semua pertaw
njaan jang tert]antum dalam surat-isian-pemberitahuan ; surat-pemberitahuan Iy dis
perkuat dengan tanda-tangzn orang Jang wadjlb mengadjukan pemberitahuan.
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{2) Disamping apa jang ditentukan dalam sjat (1) pasal ini surat-pemberitahuan
memuat keterang tentang djumlah luas seluruhnja dari ruangan-ruangan kantor, toko,
gudang, tempat-tempat penjimpanan dan pengumpulan, pabrik-pabrik, tempat-tempat
kard)a, emplasemen-emplasemen dan lain sebagzinja dan benda.-benda fainnja jang tidak
bergerak, Jang dimiiki atau dalam pemakalan pada | Djanval dari tahun-padjak oleh
orang Jang mengadjukan pemberitahuan, dengan tidak mengurangi ketentuan termuac
dalam pasal 7 alinea 7, dalam mana pembericahuan tersebut harus memuat keterangan-
keterangan tersebut diatas mengenai bulan terdjadinja kewadjlban-padjak atau pe-
nambahan luas-dasar.

(3) Pemberitahuan-pemberitahuan jang tidak ditanda-tanganl atau pemberitahuan?
darl orang-orang Jang tidak berwenang, dianggap tidak sah.

Pasal 9
{(n Kedala Daerah memerlksa surat-surat-pemberitahuan,

(2) Apabila terdapat keragu-raguan tentang kebenaran surat-surat-pemberitahuan
atau apablla dianggap perly atanja pendjelasan, maka pemberitahu diberl kesempatan
dalam batas wakte jang ditentukan oleh Kepala Daerah, untuk memberi keterangan-
keterangan atau pendjelasan-pendjelasan lebih landjut kepada Kepala Daerah atau
pegawal Kotamadya jang ditundjuk olehnja untuk pekerdjaan inl, dan terserah kepada
jang bersangkutan urtuk melakukan hal §ni setjara tertulis atau dengan lisan, dengan
datang sendirl ataupun dengan perantaraan orang jang diberi kuasa setjara tertulis.

3) Keterangan-keterangan atau pendjelasan-pendjelasan lebih landjut jang diberi-
kan oleh wad|ib padjak menurut kehendak serdiri atau berdasarkan ajat (2) dlatas
mengenal syrac-pemberitahuannja, dianggap merupakan satu keseluruhan dengan pem-
beritahuannja.

(4) Para pegawal tersebut dalam pasal 21 berwenang minta supaja kepadanja pa-
da hari-harl kerdja antara djam 9 pagi dan djam 4 sore diber]! kesempatan untuk
mengukur luas tempat ¢.-q. luas-dasar jang dikenakan padjak menurut peraturan int

Pasal 10.

{ Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal |l dan 12, maka
para wad|ib-padjak dikenakan penetapan sesuai dengan surat-surat-pemberitahuan jang
telah diadjukan.

Surat-surat-ketetapan-padjak dimasukkan dalam kohir oleh Kepala Daerah,

(2) Kohir-kohir dan kohir-kohir-tambahan fang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan
Rakjat Daerah Kotamadya Surabaja berdasarkan ketentuan dalam Ordonnantie tanggal
8 Nopember 1927 (Staatsblad [927 No 517). sebagaimana rtefah atau akan diubah
atau ditambah, kohir.-kohir-tambahan mara dibuat teticp kali bila diznggap perly
disusun menurut tjontoh jang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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(3) Kepala Daerah berwenang membetulkan kesalahan-kesalahan tulis dan hitung,
jang terdjadt pada waktu menetapkan kohir, akan tetapi sesudah surat-ketetapan
padjak diberikan hal inl tidak boleh merugikan wadjib-padjak.

Segera setelah kohir atau kohir-tambahan ditetapkan, maka kepada para wadjih-
padjzk jang tertjantum dalam kohir tersebutr, dikirlm dengan tjuma-tjuma sural
ketetapan-padjak, jang tjontohnja ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhat
kan ketentuan dalam Ordonnantie tanggal 8 Nopember 1927 (Staatsblad 1927 No. 51/},
sebagalmana telah atau akan diubah stau ditambah.

Pasal |I.

() Djlka pemberitahuan jang diwadjibkan tidak dilakukan atau tidak dilakuk.n
pada waktunfa, keterangan-keterangan atau pendjelasan-pendjelasan lebih fandiut
maksud dalam pasal 9 tidak diberikan kepada Kepala Daerah dalam batas waktu jsiy
ditentukan olehnja ataupun tidak dipenuhinja permintaan sebagai dimaksud dalam
ajat (4) pasal 9, maka wad}ib-padjak jang bersangkutan dikenakan penetapan padjak
karena djabatan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah.

(2) Penetapan padjak karena djabatan jang dimaksud dalam ajat (1) diatas ditam
bah dengan dua puluh lima persen.

(3) Dalam hal-hal chusus, dimana pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pers
turan Ini bertentangan atau akan bertentangan dengan kepentingan umum ataupun
telah atau akan menimbulkan keadaan Jang sangat tidak adil, maka Dewan Perwakiian
Rakjat Daerah dapat mengembalikan atau membebaskan padjak jang terhucang.

Pasal |2.

{n Apabila padjak setelah ditetapkan ternjata terlaly rendah sebagai akibat datl
keadaan atau keadaan-keadaan jang tidak diketahui pada waktu padjak ditetaphan,
atau ternjata dari keterangan-keterangan dam keadaan-keadaan iang diketahul keng
dian, bahwa penetapan padjak keliru dikurangi atau dihapuskan atau apablla salah
diputuskan untuk tidak mengenakan padjak, maka kekurangan padjak jang dlpungus
dart wadjib-padjak dapat ditagih setjara merjusul, asalkan belum ada tiga tahun Jowas
sedjak permulaan tahun-padjak,

(2) Sebelum dilakukan penagihan susulan, maka wadjib-padjak diberitahukan slasams
alasannja dengan menjebutkan djumlah kekurangan padjak jang menurut dugasn mes
sih akan dipungut dan dengan permintaan supaja dalam batas waktu sekurang-kniang-
nja satu bulan jamg ditentukan oleh atau atas nama Kepala Daerah, memberiban
pendjelasan-pendjelasan fang dianggap perlu oleh atau atas nama Kepala Daerah.

(3) Ketentuan dalam ajat (2) diatas tidak dilaksanakan, apabila wad]ib-padlak aisq
kehendak sendirl setjara tertulis memberitahukan, bahwa padjak Jang ditetapkan has
ginla terlaly rendzh, dan apabila menuruc pendapat Kepala Daerah sudah tjukup die
berikan keterangan.keterangan untuk menetapkan penaglhan susulan.
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{4) Padjak Jang ditjantumkan dalam surat-ketetapan-susulan dinalkkan mendjadi
djumlah dua kali #ipat, Kenaikan ini ditiadakan, djika penagihan susulan Itu dilakukan
berdasarkan ajat (3} pasal ini.

Pasal |13.

Untuk dapat mengambil keputusan.keputuran atas surat-surat keberatan ten-
tang ketetapan-padjak, maka Dewan Perwakilan Rakjat Daerah perlu mendengar kete-
rangan-keterangan dari sebuah panitya jang tiap-tlap tahun dibentuk oleh dan dar
para anggotanfa, jang terdiri dari seorang Anggota B.P.H. sebagai Ketua merangkap
anggota dan paling sedikit empat orang anggota,

Panitya menundjuk seorang Wakil-Ketua diantara anggotanja,

Pasal |4,
(1) Padjak harus dibajar dI Kas Kotamadya Surabaja.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal berikut inl, padjak ditaglh
dalam dua angsuran jang sama dan Jang hari pembajarannja ditetapkan pada tanggal
| Mei dan | Nopember.

(3) Apabila penetapan kohir pertama terdjadi sesudah tanggel | Mel, maka padjak
segera ditagih separo, sedang jang separo lainnja, ditagih pada tanggal | Nopember.

(4) Ketetapan-ketetapan padjak jang tertjantum dalam kohir-kohir-tambahan ditagih
dalam djumiah angsuran jang sama dengan banjaknja hari pembajaran jang belum
Jewat pada waktu surat-keterapan-padjak diberikan

{3) Tanda-bukti-pembajaran dibubuhkan pada surat-ketetapan-padjak.
Pasal |5,

Padjak seluruhnja ditagih sekaligus :
a. apabila surat-ketetapan-padjak diterimakan sesudah tanggal | Nopember dard
tahun-padjak ;

b. apabila seorang wadjib-padjak dinjatakan dalam keadaan pailit ;

c. dalam hal dilakukan penjitaan atas benda? bergerak atau tidak bergerak millk
wadjib-padjak untuk kepentingan Negara atau ,Openbare Gemeenschappen”
jang dibentuk berdasarkan ,indische Staatsregeling” Bab VI atau terdjadi pen-
djualan benda-benda sebagai akibat penjitaan atas nama pihak lain.

Pasal |é.

Apabila padjak tidak dibajar dalam waktu empat befas hari sesudah hari-harl
jang ditetapkan bagl pembajaran padjak, maka ketetapan padjak itu dinalkkan dengan
lima persen jari djumlah-djumlah jang harus dibajar. Dalam hal ini djumlah padjak
jang ditetapkan dengan kenaikan seluruhnja dapat ditagih sekzligus, ketjuall djika
Kepala Daerah atas permochonsn wadjib-padjak memberikan penundaan pembajaran
sebagian atau seluruh padjak untuk waktu Jang ditentukan olehnja.
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Pasal IT.

Apabila wadjib - padjak menundjukkan bukti fang dapat diterima oleh Kepala
Daerah, bahwa ia dalam tahun - padjak jang sedang berdjalan telah berhentl sebagal
wad|ib-padjak atauv berhubung dengan pengurangan luas - dasar Jang dikenakan padjsk
la mendjadi wadjib padjak untuk djumlah jang lebih ketjil, maka ztas permohonan
tertulis jang harus dladjukan 3elambat - lambatnja tiga bulan setelah lcwatnja tahun
padjak, diberikan kepadanja pembebasan padjnk jang telah ditetapkan atau pengem-
balian padjak jang kelebihan dibajar untuk bulan - bulan dari tahun. padjak fang masih
belum berdjalan pada saat fa berhentl mendjadl wad|ib - padjak ¢. q. terdjadinja po-
ngurangan luas tempat jang dlkenakan padjak.

Pasal 18.

Surat-surat permchonan jang dimaksud dalam pasal 17 diatas, harus diadjukan
kepada Kepala Daerah dalam waktu 12 bulan sesudah pemberian surat - ketetapan-
padjak,

Pasal 19.

Mereka {ang tidak memenuhi kewadijiban jang dibebankan menurut pasal 6, 7
ajat {6) dan (7) dan pasal 8, dihukum déngan hukuman denda sebanjak — banjaknja
seratus rupish,

Pasal 20.

(N Mereka jang dengan sengadja mengadjukan pemberi tahuan dimaksud dalam
pasal B Jang salah atau tidak lengkap atas namanja sendirl atau atas pama orang lain
jang dapat mengakibatkan kerugian kepada Kotamadya Surabaja dihukum dergan hu-
kuman kurungan selama-lamanjaz satu bulan.

{2) Ketentuan ajat pertama dlatas tidak dilaksanakan, apabila sebelum urusan ter-
sebut diseralkan kepada Pengadilan Negeri, orang Jang mengadjukan pemberitahuan,
atas kehendak sendiri mengadjukan surat pemberitahvan lagi jang diisl dengsn sebe-
narnja dan iengkap.

Pasal 21I.

Selain para pegawai dan anggota-anggota Kepolisian, maka Kepala Daerah dan
para pegawal Bagian Pengawaran Umum Kotamadya ditugaskan pula mengusut pelang-
garan-pelanggaran peraturan daerah tnl.




